
1 

 

 

  
 
 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
                                         NOMOR : 34 TAHUN 2013 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang 

 

: a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib pelaksanaan 
penyusutan dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti 

akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur di lingkungan 
Pemerintah Kota Bukittingi, perlu dilakukan jadwal 

retensi arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Negara pada Pemerintah Kota Bukittinggi;    

  b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/121/2013, 
tanggal 30 September 2013, hal Persetujuan Jadwal 

Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian PNS dan Pejabat 
Negara Pemerintah Kota Bukittinggi, maka perlu 
menindaklanjuti dengan membuat Jadwal Retensi 

Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat 
Negara;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal 

Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bukittinggi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang 
Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 3067); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13        
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4194); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negei Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5258); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

  15. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 08 Tahun 2012 Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri 

Sipil dan Pejabat Negara;  

  16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi, 
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
4); 

  17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10); 

  18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9); 

  19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 

Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10); 

  20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 

2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 
Nomor 11); 

  21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14); 
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  22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Bukittinggi 
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 

20);   
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
BUKITTINGGI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media  sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang 
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian. 

3. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi 
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman 
penyusutaan dan penyelamatan arsip. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.Retensi Arsip Kepegawaian 
adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip 

PNS dan pejabat negara. 

5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 

negara dan pejabat lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

6. Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu 

penyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang 
merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri/ 

non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara. 

7. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam 
rangka perjalanan karier PNS di lembaga-lembaga negara 

dan badan-badan pemerintah. 

8. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip yang 

tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS yang tercipta 
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dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang 

berwenang. 

9. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai 

perkembangan karier PNS yang disusun berdasarkan 
arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang 
bersangkutan. 

10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit 

pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang 
sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada 

Arsip Nasional Republik Indonesia. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah 
yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.  

12. Unit Pengolah adalah SKPD pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua 
arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya. 

13. Unit Kearsipan adalah SKPD pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan.        
 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan 
kepastian hukum dan sebagai pedoman atau petunjuk bagi 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 
rangka melakukan penyusutan arsip. 

Pasal 3 

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah : 

1. Menjamin tertibnya penyusutan arsip yang dilakukan 

SKPD; dan  

2. Menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan dan 
ketersediaan arsip yang autentik dan utuh pada SKPD. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengelolaan 

arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat di 
lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.   

 

BAB III 
PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN     

Pasal 5 

Setiap arsip kepegawaian ditentukan retensinya atas dasar 
nilai guna dan fungsinya yang dituangkan dalam JRA 

Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.   
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Pasal 6 

Ketentuan mengenai JRA Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil 
dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.    

 

BAB IV 
PEMBIAYAAN  

Pasal 7 

Anggaran untuk pelaksanaan JRA sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 
Ditetapkan  di : Bukittinggi 

pada tanggal : 22 November 2013         

 
WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
ttd, 

 

ISMET AMZIS 
 

 

Diundangkan di   : Bukittinggi 
pada tanggal        : 22 November 2013 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 

ttd, 
 

 YUEN KARNOVA 
                            

 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 34     

 


